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BUPATI SERUYAN,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Menetapkan
Rincian Dana Desa di Setiap Desa,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembarah Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601},

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6091);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 266);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641),

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018
Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 69);
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Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor S Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 83);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 55 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Nomor 55);

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2019 Nomor 19);

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Seruyan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
pringsip Negara  Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom,;



4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan  pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

5. Bupati adalah Bupati Seruyan.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam
lingkup Pemerintah Daerah;

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk
membiayaipenyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

11.Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat
IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari indeks
Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan
Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

12.Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disebut IKG
Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat
kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transfortasi dan komunikasi.

13.Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
pengeluaran Negara dan membayar seluruh pengeluaran
Negara pada Bank Sentral.



14.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD

adalah rekening tempat penyimpanan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

15.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang
Daerah yang ditentukan oleh gubernur/ bupati/
walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

16.Klaster Jumlah Penduduk adalah pembagian dan

penetapan alokasi dasar dana desa berdasarkan
tingkatan jumlah penduduk.

17.Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya

disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai
kepada keluarga miskin atau tidak mampu didesa yang
bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak
ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).

18. Sustainabel Development Goals Desa yang selanjutnya

(1)

(2)

3)

A% ¥

disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu
mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan,
Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan,
Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa
ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap
budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini ialah untuk memberikan
kepastian hukum dalam menentukan pembagian pagu
Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
bagi pemerintah desa se-Kabupaten Seruyan dalam
menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2021, khususnya
yang bersumber dari Dana Desa.

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yakni mencakup:
Penetapan Rincian Dana Desa,;

Penyaluran Dana Desa;

Pedoman Penggunaan; dan

Pemantauan dan Evaluasi.

pogp



BAB III
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi;

c. Alokasi Kinerja; dan

d. Alokasi Formula.

Pasal 4

(1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima
persen) dari Dana Desa dibagi secara merata kepada
setiap desa berdasarkan klaster Jumlah Penduduk.

(2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk,
dengan ketetentuan:

a. uang sebesar Rp481.573.000,00 (empat ratus
delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga
ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk
sampai dengan 100 (seratus) jiwa,

b. uang sebesar Rp561.574.000,00 (lima ratus enam
puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu
rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101
(seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;

c. uang sebesar Rp641.574.000,00 (enam ratus empat
puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat ribu
rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001
(seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

d. uang sebesar Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua
puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001
(lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu)
jiwa;

e. uang sebesar Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu
juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi
desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000
(sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b dihitung sebesar 1% (satu
persen) dari Dana Desa dibagi secara proporsional
kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara
Pengalokasian Dana Desa.
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Pasal 6

(1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
huruf ¢, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran
dana desa dibagi kepada desa kinerja terbaik;

(2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan desa yang dipilih sebanyak
10% (sepuluh persen) dari jumlah desa nasional yang
memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja setiap desa sebagaimana

dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan

bobot sebagai berikut:

a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua
puluh persen);

b. pengelolaan dana desa dengan bobot 20% (dua puluh
persen);

c. capaian keluaran dana desa dengan bobot 25% (dua
puluh lima persen); dan

d. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%(tiga
puluh lima persen).

Pasal 8

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada Pasal 7
huruf a dinilai dari perubahan rasio APBDesa terhadap
total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang
pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang
APBDesa.

(2) Pengeloaan dana desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf
b dinilai dari persentase kesesuaian bidang
pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana
desa terhadap total dana desa dan persentase
pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.

(3) Capaian keluaran (output) dana desa sebagaimana pada
Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran
dana desa dan persentase capaian output dana desa.

(4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa
sebagaimana pada Pasal 7 huruf d dinilai dari
perubahan skor IDM, perubahan status desa, status
desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari

anggaran dana desa di bagi berdasarkan indikator:

a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);

b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh
persen);
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c. luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh
persen).

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:

AF Desa = { (0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 *
Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Seruyan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa
Kabupaten Seruyan.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilayah Desa Kabupaten
Seruyan.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

Kabupaten Seruyan.
AF Kab/ Kota = Alokasi Formula Kabupaten Seruyan.
Pasal 11

(1) Pagu dana desa daerah Tahun Anggaran 2021 adalah
Rp111.355.806.000,00 (Seratus Sebelas Milyar Tiga
Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Ribu
Rupiah).

(2) Jumlah desa di daerah sebanyak 97 (sembilan puluh
tujuh) desa sebagai penerima dana desa Tahun
Anggaran 2021.

(3) Penetapan rincian dana desa untuk setiap desa Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 dan Lampiran Il yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui
RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan
ketentuan:



(1)

(2)

(3)

(4)
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a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana
Desa untuk BLT Desa Bulan Pertama sampai
dengan Bulan kelima paling cepat Bulan Januari;

b. Tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) dari
pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan
dana desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh paling cepat Bulan Maret;
dan

c. Tahap Il paling cepat Bulan Juli sebesar 20% (dua
puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa
dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT Desa
bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas
paling cepat Bulan Juni.

Pasal 13

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan
ketentuan:

a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;

b. Tahap II berupa:

1) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian
Keluaran Dana Desa Tahun  Anggaran
sebelumnya;

2) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian
Keluaran Dana Desa Tahap I menunjukan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukan paling sedikit
sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

c. Tahap IIl berupa Laporan Realisasi Penyerapan dan
Capaian Keluaran Dana Desa Tahap Il menunjukan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen).

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan
rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh
kegiatan.

Penyusunan Laporan Penyerapan dan Capaian
Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, dan capaian
keluaran.

Mekanisme Penyaluran Dana Desa Tahap I, Tahap Il
dan Tahap Il serta kelengkapan administrasi lainnya
akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati.
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Pasal 14

(1) Dalam hal desa yang tidak melaksanakan BLT Desa
Tahun 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain
persyaratan penyaluran sebagamana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1), penyaluran Tahap II Tahun Anggaran
2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa
Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat Calon
Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria dan/atau tidak bersedia cukup anggaran per
bulannya.

(2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

(1) Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) sampai
dengan berakhir tahun anggaran, dana desa tidak
disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUN.

(2) Sisa dana desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun
anggaran berikutnya.

(3) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan dana
desa ke RKD, kepala desa menyampaikan lembar
konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa di
Rekening Kas Daerah kepada Kepala Kepala Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Bupati.

BABV
PEDOMAN PENGGUNAAN

Pasal 16

(1) Penggunaan dana desa diprioritaskan penggunaannya
untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor
prioritas di desa.

(2) Pemulihan ekonomi sebaimana ayat (1) berupa jaring
pengaman sosial, padat karya tunai dan pemberdayaan
usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha
pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

(3) Penggunaan sektor prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pengembangan desa digital, desa
wisata, usaha budi daya pertanian, pertenakan,
perikanan ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan
fasilitas kesehatan.
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(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam
penggunaan dana desa;

(5) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangga
menanggulangi dampak pandemi Corona Viros Disease
2019 (Covid-19);

(6) Penggunaan dana desa sebgaimana ayat (1) berpedoman
pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas
penggunaan dana desa.

Pasal 17

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa
yang dimandatkan oleh undang-undang desa, maka
penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8
(delapan) tipologi desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs
Desa sebagai berikut:

a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa2 : Desa tanpa kelaparan.
b. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa9 : infrastruktur dan inovasi Desa
sesuaikebutuhan;

SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar
lingkungan.

c. Desa peduli kesehatan

SDGs Desa3 : Desa sehat dan sejahtera;

SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan
nyaman.

d. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.

e. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.

f. Desa ramah perempuan
SDGs Desa5 : keterlibatan perempuan Desa.

g. Desa berjejaring
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
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h. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan
budaya desa adaptif.
Pasal 18

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh
Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat desa setempat.

Pasal 19

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana
desa.

(2) Pemerintah daerah melalui PD terkait dapat melakukan
pendampingan atas penggunaan dana desa.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN REALISASI
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 20
(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan

Dana Desa dilaksanakan dengan ketentuan
perundang-undangan.

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada
Camat.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 21

Bupati melalui PD terkait melakukan pemantauan dan
evaluasi atas:

a. sisa dana desa di RKD; dan atau

b. capaian keluaran dana desa.
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Pasal 22

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa

dana desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf a terdapat sisa dana desa di RKD, Bupati:

a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa
dana desa di RKD tersebut; dan /atau

b. memerintahkan aparat pengawas fungsional daerah
untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal \* Jacvae! 2021

BUPATI SERUYAN,

A

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 't Jeavael 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

NU’DDIN NOOR

“TELAH DIPERIKSA | PARAF

KADIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SWTAHﬁmsNOMOR o

KABID
KASUBBAG /| KASI ™\
PELAKSANA
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PERATURAN BUPATI SERUYAN
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2021

TERTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SERUYAN
TAHUN ARQGGARAN 2021

DARA DESA SETIAP D2SA
RABSUPATEN SERUTAN
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LAMPIRAN 1T
FERATURAN BUPATI SERUYAN

ROMOR % TAHUN 2021

TANGGAL \* jawvost 2021

TENTANG TATA CARA FEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAR DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA

KABUPATEN SERUYAN
TAHUR ANGGARAN 2021
No. Kecamatan Nama Desa Alckasi Dasar Alokast Kinozja Alokasi Formnla Pagu per-Desa
i 5 o " NN ] [
1|Seruyan Hilir Pematang Limau Rp 641.574.000 - Rp 706.140.000 | Rp 1.347.714.000
2|Seruyan Hilir HSungm Perlu Rp 561.574.000 - Rp 292.737.000 | Rp 854.311.000
3|Seruyan Hilir Tanjung Rangas Rp 641.574.000 -| Rp 1.404.610.000 | Rp 2.046.184.000
4{Scruyan Hilir Muara Dua Rp 561.574.000 -{Rp 901.608.000 | Rp 1.463.182.000
5[Seruyan Hilir Jahitan Rp 561.574.000 -] Rp 306.835.000 | Rp 868.409.000
6[Seruyan Rilie Baung Rp 641.574.000 -| Rp 1.334.890.000 | Rp 1.976.464.000
7|Seruyan Hitir Persil Raya Rp 641.574.000 -|rp 873.201.000 | Rp 1.514,775.000
8{Seruyan Hilir Sungai Undang Rp 641.574.000 - | Rp 1.191.305.000 | Rp 1.832.879.000
9|Seruyan Tengah QGantung Pangayuh Rp 561.574.000 -1Rp 376.151.000 | Rp 937.725.000
10|Seruyan Tengah Teluk Bayur Rp §61.574.000 -IRp 266.303.000 | Rp 827.877.000
11]Seruyan Tengah Sul Mandang Rp 641.574.000 -| Rp 779.863.000 | Rp 1.421.437.000
112|Seruyan Tengah Ayawan Rp 641.574.000 -| Rp 592.296.000 | Rp 1.233.870.000
(13 Scruyan Tengah Mugi Panyuhu Rp 561.574.000 -| Rp 345.311.000 | Rp 906.885.000
14[Seruyan Tengah Bukit Buluh Rp 561.574.000 -1 Rp 414.929.000 | Rp 976.503.000
15|Seruyan Tenganh ‘Tumbang Bai Rp 561.574.000 288.153.000 | Rp 420.808.000 | Rp 1.270.535.000
16|Seruyan Tengah Durian Tunggal Rp 561.574.000 -|Rp 341.731.000 | Rp 903.305.000
17|Seruyan Tengah Pangke Rp $61.574.000 -|Rp 621.902.000 | Rp 1.183.476.000
18|Seruyan Tengah Panyompa Rp 561.574.000 - | Rp 269.161.000 | Rp 830.735.000
19]Seruyan Tengah Sukorejo Rp 641.574.000 288.153.000 | Rp 364.066.000 | Rp 1.293.793.000
20{Seruyan Tengah Bumi Jaya Rp 641.574.000 -l Rp 499.095.000 | Rp 1.140.669.000
21]Seruyan Tengnh Sula Jaya Rp 641.574.000 -} Rp 356.766.000 | Rp 998.340.000
22|Seruyan Tengah Panca Jaya Rp $61.574.000 -IRp 356.577.000 { Rp 918.151.000
23|Seruyan Tengah Tangga Batu Rp 561.574.000 -|Rp 279.884.000 | Rp 841.458.000
24|Seruyan Tengah Ringin Agung Rp 561.574.000 -|Rp 333.643.000 | Rp 895.217.000
25'Seruyan Tengah Batu Agung Rp 641.574.000 288.153.000 | Rp 727.137.000 | Rp 1.656.864.000
26 [Seruyan Tengah Sukn Malanur Rp 641.574.000 -|Rp 263.310.000 | Rp 904.884.000
27]Seruyan Tengah Sulm Maju Rp 641.574.000 - | Rp 387.755.000 | Rp 1.029.329.000
28|Danau Sembuluh Telagn Pulang Rp 641.574.000 - Rp 526.204.000 | Rp 1.167.778.0C0
29|Danau Sembuluh Cempaka Baru Rp 561.574.000 -1 Rp 849.901.000 | Rp 1.411.475.0C0
30|Danau Sembuluh Palingkau Rp 561.574.000 -| Rp 237.710.000 | Rp 799.284.000
31{Danau Seinbuluh Ulak Batu Rp 561.574.000 -{Rp 358.930.000 | Rp 920.504.000
32|Danau Sembuluh Paren Rp 561.574.000 -{Rp 319.539.000 | Rp 881.113.000
33}Danau Sembuluh Banua Usang Rp 561.574.000 -} Rp 489.657.000 | Rp 1.051.231.000
34|Danau Sembuluh Sembuluh 1 Rp 641.574.000 -IRp 965.295.000 | Rp 1.606.869.000
35|Danau Sembuluh Sembuluh It Rp 641.574.000 -| Rp 638.637.000 | Rp 1.280.211.000
36|Hanau Tanjung Hanau Rp 561.574.000 -|Rp 457.084.000 | Rp 1.018.658.000
37|Hanau Parang Batang Rp 641.574.000 -| Rp 530.780.000 | Rp 1.172.354.000
38|Hanau Bahaur Rp 641.574.000 -| Rp 528.487.000 | Rp 1.170.061.000
39|Hanau Pembuang Hulu [ Rp 721.575.000 -| Rp 986.297.000 | Rp 1.707.872.000
40|Hanuu Pembuang Hulu Ii Rp 721.575.000 -| Rp 1.127.306.000 | Rp 1.848.881.000
41|Hanau Deranggn Rp 641.574.000 -l Rp 825.410.000 | Rp 1,466.984.000
42{Hanau Paring Raya Rp 561.574.000 288.153.000 | Rp 759.865.000 | Rp 1.609.592.000
43]Seruyan Hulu Tumbang Bahan Rp 561.574.000 -{Rp 440.379.000 | Rp 1.001.953.000
44|Seruyan Hulu Tumbang Kalam Rp 561.574.000 -| Rp 412.386.000 | Rp 973.960.000
45|Seruyan Hulu Tusuk Belawan Rp $61.574.000 -|Rp 421.680.000 | Rp 983.254.000
46|Seruyan Hulu Marandang Rp 561.574.000 -| Rp 425.878.000 | Rp 987.452.000
47|Seruyan Hulu Tumbang Suei Rp 561.574.000 -|Rp 426.160.000 | Rp 987.734.000
48|Seruyan Hulu Tumbang Manjul Rp 641.574.000 -| Rp 1.343.754.000 | Rp 1.985.328.000
49|Seruyan Hulu [Mojang Baru Rp 561.574.000 -lrp 358.075.000 | Rp 919.649.000
S50|Seruyan Hulu Rantau Panjang Rp 561.574.000 -|Rp 575.599.000 | Rp 1.137.173.000
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Nama Desa Alokasi Dasar Alokasi Kinerja Alokasi Formula Pagu per-Desa
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51 |Seruyan Hulu Mongoh Juoi Rp 561.574.000 - | Rp 350.939.000 | Rp 912.513.000
52|Seruyan Hulu Sepundu Hantu Rp 561.574.000 - | Rp 512.812.000 | Rp 1.074.386.000
53|Seruvan Hulu Tumbang Kubang Rp 561.574.000 - | Rp 409.180.000 | Rp 970.754.000
54|Seruyan Hulu Tumbang Laku Rp 561.574.000 Rp 374.454.000 | Rp 936.028.000
55| Seruyan Hulu Tanjung Paku Rp 561.574.000 -| Rp 424.343.000 | Rp 985.917.000
56 | Seruyan Hulu Buntut Sapau Rp 561.574.000 288.153.000 | Rp 346.009.000 | Rp 1.195.736.000
57 |Seruyan Hulu Tumbang Taberau Rp 561.574.000 -| Rp 394.334.000 | Rp 955.908.000
58 |Seruyan Hulu Riam Batang Rp 561.574.000 -| Rp 385.826.000 | Rp 947.400.000
59 |Seruyan Hulu Tumbang Sepan Rp 481.573.000 288.153.000 | Rp 287.836.000 | Rp 1.057.562.000
60|Seruyan Hulu Tumbang Setawai Rp 561.574.000 288.153.000 | Rp 318.806.000 | Rp 1.168.533.000
61 |Seruyan Hulu Tumbang Kasai Rp 561.574.000 - | Rp 332.813.000 | Rp 894.387.000
62|Seruyan Hulu Tumbang Darap Rp 561.574.000 288.153.000 | Rp 337.880.000 | Rp 1.187.607.000
63| Seruyan Hilir Timur Mekar Indah Rp 561.574.000 288.153.000 | Rp 402.765.000 | Rp 1.252.492.000
64 | Seruyan Hilir Timur Halimaung Jaya Rp 561.574.000 - | Rp 461.489.000 | Rp 1.023.063.000
65| Seruyan Hilir Timur Bangun Harja Rp 641.574.000 - | Rp 372.415.000 | Rp 1.013.989.000
66 |Seruyan Hilir Timur Kartika Bhakti Rp 641.574.000 Rp 649.732.000 | Rp 1.291.306.000
67 |Seruyan Hilir Timur Pematang Panjang Rp 641.574.000 Rp 2.360.155.000 | Rp 3.001.729.000
68 |Seruyan Hilir Timur Sungai Bakau Rp 641.574.000 - | Rp 378.689.000 | Rp 1.020.263.000
69|Seruyan Raya Terawan Rp 641,574.000 -| Rp 721.795.000 | Rp 1.363.369.000
70|Seruvan Rava Selunuk Rp 641.574.000 - | Rp 454.801.000 | Rp 1.096.375.000
_ 71|Seruyan Raya Lanpasa Rp 641.574.000 -| Rp 449.549.000 | Rp 1.091.123.000
72|Seruyan Raya Bangkal Rp 641.574.000 -| Rp 482.732.000 | Rp 1.124.306.000
73 |Seruyan Raya Tabiku Rp 641.574.000 - | Rp 464.230,000 | Rp 1.105.804.000
74|Danau Seluluk Asam Baru Rp 641.574.000 - | Rp 836.117.000 | Rp 1.477.691.000
75| Danau Seluluk ‘Tanjung Hara Rp 561.574.000 -| Rp 462.986.000 | Rp 1.024.560.000
76| Dannu Seluluk Tanjung Paring Rp 561.574.000 - | Rp 614.138.000 | Rp 1.175.712.000
77 |Danau Seluluk Tanjung Rangas Ti Rp 561.574.000 Rp 269.529.000 | Rp 831.103.000
78| Danau Seluluk Panimba Raya Rp 561.574.000 288.153.000 | Rp 324.308.000 | Rp 1.174.035.000
79 |Danan Sehuluk Rungau Raya Rp 721.575.000 -| Rp 849.152.000 | Rp 1.570.727.000
80| Bat Ampar Sebabi Rp 561.574.000 - | Rp 174.289.000 | Rp 735.863.000
81 |Batu Ampar Sandul Rp 641.574.000 -| Rp 464.865.000 | Rp 1.106.439.000
B2 Hatu Ampar Kalang Rp 561.574.000 - | Rp 282.430.000 | Rp 844.004.000
83|Bam Ampar Derawa Rp 561.574.000 -| Rp 209.554.000 | Rp 771.128.000
84|Batu Ampar Wana Tirta Rp 641.574.000 Rp 567.396.000 | Rp 1.208.970.000
85(Batu Ampar Suka Mulya Rp 641.574.000 - | Rp 218.334.000 | Rp 859.908.000
86|Batuy Ampar Prurian Kait Rp 561.574.000 Rp 282.4492.000 | Rp 844.016.000
87 Baw Ampar Sahabu Rp 641.574.000 -|Rp 168.108.000 | Rp 809.682.000
- 88|Bat Ampar Batu Menangis Rp 561.574.000 - | Rp 234.365.000 | Rp 795.939.000
B89|Suling Tambun Tumbang Magin Rp 561.574.000 - | Rp 601.089.000 | Rp 1.162.663.000
90{Suling Tambun Tumbang Setoli Rp 561.574.000 - | Rp 598.097.000 | Rp 1.159.671.000
91|Suling Tambun Tumbang Hentas Rp 481.573.000 -| Rp 445,280.000 | Rp 926.853.000
92{Suling Tambun Tumbang Langkai Rp 561.574.000 Rp 666.246.000 | Rp 1.227.820.000
93|Suling Tambun Tumbang Salau Rp 561.574.000 Rp 290.073.000 | Rp 851.647.000
94|Suling Tambun Tumbang Gugup Rp 561.574.000 Rp 501,076.000 | Rp 1.062.650.000
95|Suling Tambun Rangkang Mundulk Rp 561.574.000 Rp 404.980.000 | Rp 966.554.000
96 [Suling Tambun Tanjung Tukal Rp 561.574.000 - | Rp 425.109.000 | Rp 986.683.000
97| Suling Tambun Rantau Betung Rp 561.574.000 -| Rp 385.023.000 | Rp 946.597.000
TOTAL Rp  57.512.679.000 | Rp  2.881.530.000 | Rp  50.961.597.000 | Rp 111.355.806.000
BUPATI SERUYAN






